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LAMPIRAN

A. Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian pada Lembaga Pemerintah
Kota Surabaya

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU
Jalan Tunjungan No. 1-3 {LE3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

Surabaya, 17 April 2023

Kepada
Nomor 1 500.16.7.4 f 1526 /S / RPM | Yth  (terampir)
436.7.15 /2023
Lampiran  : 1 Lembar di-
Hal : Rekomendasi lzin Penelitian Surshaya
REKOMENDASI PENELITIAN
Deasar t 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republilk Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubaban Atas

Persturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Penerbitan Rekomendasi Penelitian

2. Persturan Menteri Dalam Negeri Nomar 3 Tahun 2018 Te Surat Peneliti
3. Perstursn Walikots Sursbays No 41 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berussha, Perizinan Non Berusahs
dan Pelayanan on Perizinan
4. Persetujusn Teknis Kepals Badan Kesatuan Bangsa dan Politic Kots Surabays Momor
00.9.2/6055/436.8.6/2023 Tanggal 17 April 2023
Memperhatikan © Surst darl An. Kepals Badan Kesstuan Bangss dan Polltik Provinsi Jawa Timur Sekretaris Homar
TO/ITOA209/2023 Tanggal 14 Apeil 20 Surat Keters [
Kgpaln mnukmmmm dednmmTefpadu Satu Pintu Kota s..-ana.,a men'berlk.nnl‘ldnmenﬂas: kepada -

n leSEN u_mmvm 0.3
e jsan/abatan MAHASISIA
o ) u DIFONEGORD FAKULTAS HUKUM
e Kewsrganegaraan INDONESIA
Urtuk o 3
a  Judul [ Tems = PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PEN
KELURAHAN PERAK LITARA DAN KELURAHAN PERAK TIMUR PADA KECAMATAN PABEAN CANTIAN KOTA
SURMBAYA
b Tujusn Pereitian
c Penelitian HUKUS
d. Penanggung Jewsb INDARJA, S.H. MH.
e Peserts -
£ Waktu 10 April 2023 s.d. 31 Mei 2023
g Lokasi [erlampir)
Dengan persyarstan - L Dalam masa pandemi Covid-13, jistan wajib protoikal
kesehatan sesusi mr.m-m Walikota Surabeys Nomer 67 Tahun 2020;
2. Untuk
assecsment kegitan flng um..Juun kepada Ketus Satgas Covid-19 Tingkst Kecamatan Wilaysh
setempat;
3. Kegistan sebagaimana dimaksud pads romor 2 (dua) dapat berubah
ketenbusn pembatasan kegistan oleh Pemerintsh;
a =ast pelsisanaan kegistan penelitian;
5. Peserta Penelitisn/survey/kegiaton wajib mentasti persyoratanfpersturan yang bersku di

L kepada OPD, Camat, Lurah dalam
pengambilan data pmumnsmmer
[ tidak boleh L]

egraci banges stau
7. Rekomendasi ini akan dicabutiidak berlaku apabila yang tidak memeruhi
seperti tersebut distas
Dermikian atas bantusnnys dissmpsikan terma kesit.

&1 '.ﬁﬂ-LI“‘C'Tﬁ\ SURASAYS,
Kapala [ nas edal dan
Fe ayarat T-q: L Satu Pitlu

Lampiran
Nomor 500.16.7.4 /1526 /S / RPM / 436.7.15 / 2023
Tanggal 17 April 2023

Kepada :
1. Kepala BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kota Surabaya
2. Kepala Bagian Hukum dan kerjasama Kota Surabaya
3. Camat Pabean Cantian Kota Surabaya
4. Lurah Tanjung Perak Kota Surabaya
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B. Surat Keterangan Pengantar Penelitian dari Kecamatan untuk Kelurahan

A

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

b

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
KECAMATAN PABEAN CANTIAN

JI. Teluk Sampit No. 2-A Surabaya 60123
Telp. (031) 3295130 Fax (031) 3295130

Surabaya, 03 Mei 2023

500.16.7.4/ 709 [436.9.16/2023 Kepada :
Penting yth. Lurah Tanjung Perak
1 Lembar
Penelitian
di.-
SURABAYA

Menindaklanjuti Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor :
500.16.7.4/1526/S/RPM/436.7.15/2023 tanggal 17 April 2023 perial tersebut
pada pokok surat , bahwa :
Nama : Arung Setyawan

Pekerjaan / Instansi  : Mahasiswa / Universitas Diponegoro Fakultas
Hukum

Tema/ Judul/ tujuan  : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggabungan
Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak
Timur pada Kecamatan Pabean Cantian Kota
Surabaya

Lama Survey : 10 April 2023 s.d 31 Mei 2023

Pengikut HIE

Diminta kepada Saudara untuk membantu kegiatan survey dimaksud dengan

syarat —syarat ketentuan sebagai berikut :

1. Yang bersangkutan harus mentaati ketentuan / peraturan yang berlaku
dimana dilakukan survey / Research/Penelitian

2. Dilarang menggunakan Quistionare diluar design yang telah ditentukan

3. Yang bersangkutan sebelum dan sesudah melaksanakan survey/ Research
| Penelitian harap melaporkan pelaksanaan dan hasilnya pada Dinas /
Instansi yang bersangkutan

4. Surat Keterangan ini akan dicabut / tidak berlaku apabila yang bersangkutan
tidak memenuhi syarat — syarat serta ketentuan — ketentuan seperti yang
diatas

Demikian untuk menjadi maklum
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